BERI TA DAERAH
KABUPATEN NI AS

NOMOR : 190 SERI : D

PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN NIAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

Membaca :  Surat Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 061/5005/0OTDA
tanggal 02  Agustus 2021 Hal
Pertimbangan Penyederhanaan Struktur
Organisasi = Perangkat  Daerah  di
Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera

Utara;

Menimbang

a. bahwa Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Nias telah diatur melalui
Peraturan Bupati Nias Nomor 37
Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah Kabupaten Nias
sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan
Bupati Nias Nomor 33 Tahun 2019
tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Bupati Nias Nomor 37
Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah Kabupaten Nias;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan
Penyederhanaan Birokrasi,
penyempurnaan serta penyesuaian
terhadap perkembangan dinamika
kebutuhan Organisasi Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Nias, maka Peraturan
Bupati Nias Nomor 37 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Nias perlu dilakukan
perubahan;



Mengingat

C.

bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf
a dan huruf b, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati Nias
tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Bupati Nias Nomor 37
Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah Kabupaten Nias.

Undang-Undang Darurat Nomor 7
Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten-
Kabupaten dalam lingkungan
Daerah Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor S5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa
kali  terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor
72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor
17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan
Jabatan Administrasi ke dalam
Jabatan Fungsional (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 525);



6. Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor
25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur
Organisasi pada Instansi Pemerintah
Untuk Penyederhanaan Birokrasi
(Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 546);

Peraturan Daerah Kabupaten Nias
Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah
Kabupaten Nias (Lembaran Daerah
Kabupaten Nias Tahun 2016 Nomor
14 Seri E, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Nias Nomor 22);
Peraturan Bupati Nias Nomor 37
Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah Kabupaten Nias
sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan
Bupati Nias Nomor 33 Tahun 2019
tentang Perubahan ketiga atas
Peraturan Bupati Nias Nomor 37
Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah Kabupaten Nias (Berita
Daerah Kabupaten Nias Tahun 2019
Nomor 99 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN BUPATI NIAS NOMOR 37
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
NIAS.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nias Nomor
37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Nias (Berita Daerah Kabupaten Nias 2016
Nomor 37 seri D), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 6
(1) Sekretariat daerah kabupaten nias Tipe B, terdiri
dari :
a. sekretaris daerah;
b. asisten terdiri dari:
1. asisten pemerintahan dan kesejahteraan
rakyat, membawabhi;

a. bagian pemerintahan, terdiri dari
kelompok jabatan fungsional;

b. bagian kesejahteraan rakyat, terdiri dari
kelompok jabatan fungsional;

c. bagian hukum, terdiri dari kelompok
jabatan fungsional.

2. asisten perekonomian dan pembangunan,
membawabhi:

a. bagian perekonomian, sumber daya alam
dan pengadaan barang dan jasa, terdiri
dari:
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a) sub bagian pengadaan barang dan
jasa;
b) kelompok jabatan fungsional.
b. bagian administrasi pembangunan,
terdiri dari kelompok jabatan fungsional.
3. asisten administrasi umum, membawahi:
a. bagian organisasi, terdiri dari kelompok
jabatan fungsional;
b. bagian protokol dan komunikasi
pimpinan, terdiri dari:
a) sub bagian protokol;
b) kelompok jabatan fungsional,;
c. bagian umum, terdiri dari kelompok
jabatan fungsional.
4. kelompok jabatan fungsional,

(2) Asisten-asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
sekretaris daerah.

(3) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
masing-masing dipimpin oleh kepala bagian yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
sekretaris daerah melalui asisten.

(4) Sub bagian pengadaan barang dan jasa dan sub
bagian protokol sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bagian.

(5) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), melaksanakan tugas berdasarkan
keterampilan dan keahlian sesuai ketentuan dan
peraturan perundang-undangan.

(6) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh subkoordinator sesuai
dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi
jabatan pimpinan tinggi pratama.

(7) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
melaksanakan tugas membantu bagian dalam
penyusunan rencana, pelaksanaan dan
pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta
pelaporan pada satu kelompok substansi pada
masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

(8) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas
usulan pejabat yang berwenang.

(9) Bagan organisasi sekretariat daerah kabupaten nias
sebagaimana tercantum pada lampiran dan
merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan
bupati ini.

(10) Pembentukan kelompok jabatan fungsional pada

sekretariat daerah kabupaten nias ditetapkan dengan
mempedomani ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

2. Ketentuan Pada Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Dalam melaksanakan tugasnya pimpinan dan unit
organisasi serta kelompok jabatan fungsional wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing
maupun antar satuan organisasi dilingkungan
pemerintah daerah serta instansi lain diluar
pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokoknya
masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi
pegawai asn bawahannya dan bila terjadi
penyimpangan agar mengambil langkah-langkah
yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.



(3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung
jawab memimpin dan mengoordinir bawahan masing-
masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk
bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti
dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada
atasannya masing-masing serta menyampaikan
laporan berkala tepat waktu.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan
organisasi dan bawahannya wajib diolah dan
dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan
laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk
kepada bawahannya.

(6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing
kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan
kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional
mempunyai hubungan kerja.

3. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal
yakni Pasal 12A, sehingga Pasal 12A berbunyi:

Pasal 12A

(1) Peraturan Bupati ini dilaksanakan pada saat
dilakukan pelantikan Pejabat Pengawas yang
disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) Pejabat Pengawas yang tidak dilantik ke dalam
jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tetap menduduki jabatan pengawas berdasarkan
Peraturan Bupati Nias Nomor 37 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nias
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Bupati Nias Nomor 33 Tahun 2019
tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Nias
Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Sekretariat Daerah Kabupaten Nias.
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Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 15 Oktober 2021

BUPATI NIAS,
ttd
YAATULO GULO

Dlundangkan di Gunungsitoli Selatan
15 Oktober 2021

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2021 NOMOR : 190 SERI: D
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